SALINAN

BUPATI KARANGAN YAR
PROVINSI JAWA TEN GAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR .
NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG |

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR |
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PEN GELOLAAN DAN PELESTARIAN
CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
' BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwg_ dengan telah -diundangkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyai' Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya maka perlu
- disusun Petunjuk Pelaksanaannya,
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan ‘Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 3 Tahun 20 19 tentang Pengelolaan dan

Pelestarian Cagar Budaya,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
| Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Tengah; : |
2.: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
'~ Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia | |
Nomor 5587), _ sebagalmana telah dlubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesw. Nomor 5679),



3 1 1 s e e e+ wm

Menetapkan :

‘Peraturan F'Daerah' Kabupaten Karanganyar 'Nomor 17

‘Tahun 2018 tentang Pelestarian Budaya Jawa (Lembaran

Daeréh".Kabupaten 'Karanganyar Tahun 2018 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar

Nomor 94);

Peraturan Daerah Kabupatcri 'Karanganya'i' Nomor 3
Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelestarian ,Cagar
Budaya (Lembafan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun
2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Karanganyar Nomor 97);

- MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 3
TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN
CAGAR BUDAYA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang d1maksud dengan

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur

'penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

v kewenangan Daerah otonom.

Bupati adalah Bupatl Karanganyar

~ Perangkat Daerah adalah ‘unsur pembantu Bupati dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan

urusan pemermtahan yang menjadl kewenangan Daerah.

’Setlap ‘Orang vadalah} perseorangan, kelompok orang,

masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau

badan usaha bukan berbadan hukum.



v‘Cagar Budaya adalah warlsan budaya ber31fat kebendaanw I

bcrupa Benda Cagar Budaya Bangunan Cagar Budaya

10,
dan/atau d1 air. yang mengandung Benda Cagar Budaya |

. ‘;‘ Struktur Cagar Budaya Situs Cagar Budaya, dan Kawasan
_‘ Cagar ‘Budaya d1 darat dan/ atau di air yang perlu
. dllestankan keberadaannya karena mem1hk1 nilai penting
- bagl sejarah 1lmu pengetahuan, pendldlkan agama, dan/
'atau kebudayaan mela1u1 proses penetapan B
:'. 'Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/ atau bendaf.,
. :,buatan manusm, balk bergerak maupun tidak bergerak.
berupa kesatuan atau kelompok atau baglan bagiannya
. atau s1sa—s1sanya yang memlhkl hubungan erat dengan
- kebudayaan dan sejarah perkembangan manu31a -
'vBang'unan Cagar Budaya adalah susunan blnaan yang
 terbuat dari benda aIam atau benda buatan manusia untuk' a '}
: memenuhl kebutuhan ruang berdlndlng dan/ atau t1dak' ,‘
.berdlndlng dan beratap S " ' -
. Struktur Cagar Budaya adalah susunan bmaan yang terbuat -
dar1 benda alam dan/ atau benda buatan manusia untuk' |

- vmemenuhl kebutuhan ruang keg1atan yang menyatu dengan S

alam sarana dan prasarana untuk menampung kebutuhan,

v manus1a

Sltus Cagar Budaya adalah loka31 yang berada di darat

Bangunan Cagar Budaya dan/ atau Struktur ‘Cagar Budaya

| . sebagal has1l keglatan manu31a atau buktl ke_]adLan pada

1L |
o mem111k1 dua S1tus Cagar Budaya atau leb1h yang letaknya . o

12,

masa lalu

. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geograﬁs yang ;

: berdekatan dan / atau memperhhatkan ciri tata ruang yang .
'Kepemlhkan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap}
' Cagar Budaya dengan tetap memperhatlkan fung31 s031a1 :
R dan kewajlban untuk melestarlkannya o ”
13 Penguasaan adalah pcmberlan Wewenang dari permhk |

’kepada Pemermtah Pemermtah Daerah atau setlap orang o s

untuk mengelola Cagar e udaya' dengan tetap

i memperhatlkan fungSI ' 8031a1 dan kewajlban untuk o

| melestarlkannya o
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' dan/ atau Penguasaan Cagar Budaya dari setlap orang

»'Pengahhan adalah proses pemmdahan hak Kepemﬂlkan' |

o kepada set1ap orang lain atau negara

15

17
SR :, ,_ bertanggung Jawab dalam pengelolaan kolek31 museum.
18,

benda, bangunan, struktur, lokast, atau satuan ruang |

';KompensaSI adalah 1mbalan berupa uang dan /atau bukan
- uang dari Pemermtah Daerah o '

v_" 16. .Tlm Ahh Cagar Budaya adalah kelompok ahh pelestanan dar1
i berbaga1 bldang 1lmu yang mem111k1 sert1ﬁkat kompeten31

untuk membenkan rekomenda31 penetapan, pemenngkatan_

dan penghapusan Cagar Budaya

, Kurator adalah orang yang karena kompeten31 keahhannya

Penetapan adalah pembenan status Cagar Budaya terhadap o

geograﬁs yang dllakukan i olch pemermtah Daerahbv'»

- kebljakan pengaturan, perencanaan pelaksanaan dan' o

o berdasarkan rekomendas1 T1m Ahli Cagar Budaya
- 19. ‘Pengelolaan ‘adalah upaya terpadu untuk mehndungl

'mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui : :

o pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat

20, I

Pelestanan adalah upaya dinamis untuk mempertahankan

keberadaan Cagar Budaya dan nllalnya dengan cara  _

o -mehndungl mengembangkan dan memanfaatkannya

21,

| darl kerusakan kehancuran atau kemusnahan dengan cara -

Perllndungan adalah upaya mencegah dan menanggulangl

L ,' Penyelamatan Pengamanan, Zona31, Pemehharaan, dan o
| Pemugaran Cagar Budaya. ' '

22, Penyelamatan adalah upaya menghmdarkan dan / atau

- menanggulang1 Cagar Budaya dan kerusakan kehancuran,

, atau kemusnahan o
23,
R Budaya dan ancaman dan /atau gangguan
24.

Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesua1 denganbv o

‘Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar;. -
Zona31 adalah penentuan batas batas keruangan Sltus Cagar

- o kebutuhan.
25,

Pemehharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar

o kondlsl ﬁ31k Cagar Budaya tetap lestari.



26.

27,

28.

Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda
Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar

- Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, béntuk,

tata letak - dan/atau  teknik = pengerjaan  untuk

’ memperpanj ang usianya.

Pengembanga.n adalah peningkatan poten81 nilai, informasi,

dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui

- penelitian, revitalisasi dan adaptasi secara berkelanjutan

' serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.

Penelitian adalah keglatan ilmiah yang dilakukan menurut

kaldah dan metode yang s1stematls untuk memperoleh

" informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian

29

)

(2)

Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan Pengembangan
kebudayaan. v o o

Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk
kepentingan sebesar-besarnya kese_]ahteraan rakyat dengan

tetap mempertahankan kelestanannya

- BABII
’I‘IM AHLI CAGAR BUDAYA

| “Pasal 2 |
Tim Ahli Cagar Budaya ditetapkan oleh Bupati.
Tim Ahli Cagar Budaya terdiri dari 5 (lima) sampai dengan 7

(tujuh) orang yang berasal dari unsur/bidang ilmu :

. a. ‘arkeologi;

Fm ™o a0 T

sejarah;

filologi;

" antropologi;
kesenian;

: aljsitektur struktur;
' mekanik; |

‘biolog;

; gedlégi;

b—te
.

- j. . geografi; atau

- k. hukum.



(@)

(4)

(S)

(1)

(2)

(1)

Tim Ahli Cagar Budaya sebagmmana dimaksud pada ayat (2) -
harus memiliki Sertifikat Keahlian Cagar Budaya.

Apabila di Daerah belum ada Tim Ahli Cagar Budaya yang
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3), maka Pemerintah Daerah dapat meminta Tim
Ahli Cagar Budaya yang ada pada Kabupaten/ Kota sekitar
atau Provinsi.

Dinas mengalokasikan dana untuk pembiayaan pendidikan
dan pelatihan Calon Tenaga Ahli Cagar Budaya.

| Pasal 3
Tim Ahli Cagar Budaya dalam melaksanakan tugas
pengkajian dapat dibantu dengan Perangkat Daerah
dan /atau Instansi yahg membidangi kébudayaan.
Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan
untuk : v
a. melakukan identifikasi dan klanﬁkas1 terhadap Benda
yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya,
b. melakukan identifikasi dan Klarifikasi terhadap
Bangunan yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai
~ Cagar Budaya;
C. melakukan Identlﬁkam dan klarlﬁka51 terhadap Struktur
yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya;
d. melakukan identifikasi dan klarifikasi terhadap Lokasi
- yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar 'Bu»daya;
dan ' . o . '
e. melakukan identifikasi dan klarifikasi terhadap satuan
| ruang geografis yang dxusulkan untuk ditetapkan sebagai

Cagar Budaya
| BABII |
'PENETAPAN CAGAR BUDAYA
Pasal 4

Bupati mehetapkan status Cagar Budaya dengan Keputusan
Bupaﬁ, paling lama 30 (ﬁga puluh) hari setelah rekomendasi
diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan
Benda, Bangunan, Struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang
geograﬁs‘ yang didaf}tarkan layak ditetapkan sebagai Cagar
Budaya. | | |



@

)

(3

(4)

(1)

(2)

(1)

‘Benda yang diduga Cagar Budaya, Bangunan yang diduga

Cagar Budaya, dan Struktur yang diduga sebagai Cagar
Budaya yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya oleh
Bupati sebagajmana dimaksud pada ayat (1), harus

dilengk__api dengan tanda yang mudah dilihat oleh umum.

'Pemasangan tanda sebagaimana ‘dimaksud pada ayat (2)

dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan

urusan Kebudayaan.v '

Pemasangan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

berﬁpa papan nama atau stiker yang berisi:

a. ‘lambang Daerah; - A

b. nama Cagar Budaya dalam huruf latin dan aksara jawa;
dan - - "

c. nomor registrasi oleh Perangkat - Daerah yang
membidangi kebudayaan; R S

kecuali ditentukan lain oleh "peraturan perundang-

undangan.

Setelah tercatat dalam Register Cagar Budaya, pemilik Cagar

Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa :

~a. Surat keterangan status Cagar Budaya; dan -

b. Surat keterangan Kepemilikan berdasarkan bukti yang

sah.

Pasal 5 ,
Peméririgkatan Cagar Budaya dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah yang melaksanakan urusan : Kebudayaan
berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
Pemeringkatan - sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hasilnya dikoordinasikan dengan Balai Pelestarian Cagar

Budaya Provinsi Jawa Tengah.

BABIV
PENGALIHAN KEPEMILIKAN

| Pasal 6
Cagar Budaya dapat dialihkan Kepemilikannya kepada

Pemerintah Daerah atau orang lain dengan mengajukan izin

* tertulis kepada Bupati.
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- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki hak untuk didahulukan atas Pengalihan
Kepemilikan Cagar Budaya.

(3) Pengalihan Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan,
ditukarkan, dihadiahkan, dijual, dlgantl rugi, dan/atau

- Penetapan atau putusan pengadilan.

(4) Cagar Budaya yang telah dimiliki oleh Pemenntah Daerah

: udak dapat dialihkan Kepemlhkannya

Pasal 7
(1) Tata. cara ‘pengajuan  izin Pengahhan Kepemilikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diatur sebagai
benkut
a. pemohon izin Pengahhan Kepemxhkan mengajukan
- permohonan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat
‘Daerah yang melaksanakan urusan Kebudayaan;
b. 'Permohonan izin sebagalmana dlmaksud pada huruf a
dilaksanakan dengan ketentuan: _ '
1. mengajukan surat permohonan yang berisi identitas
' penanggung jawab, maksud dan tujuan, waktu
pelaksanaan serta jumlah dan rincian cagar budaya
yang akan dialihkan kepemlhkannya, dan
2. melamp1rkan proposal kegiatan.
(2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kebudayaan
memverifikasi ~ pengajuan  permohonan = pengalihan |
: kepemilikan cagar budaya yang dituangkan dalam Berita .
- Acara.. . o ' .
(3) Izin sebagalmana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat
‘dicabut ~ apabila pelaksanaan  kegiatan Pengalihan
Kepemlhkan Cagar Budaya tidak sesuai dengan tujuannya.

R BABV |
PENEMUAN DAN PENCAIRAN

Pasal 8 | |
emukan benda yang diduga Benda

an yang diduga Bangunan Cagar -
Struktur Cagar Budaya wajib
melalui Kepala Perangkat |
 Kebudayaan paling

(1) Setiap Orang yang men
Cagar Budaya, bangun
Budaya, struktur yang diduga
melaporkannya kepada Bupati
Daerah yang melaksanakan urusan

lama 30 (tiga puluh) hari sejak dxtemukan



| .(2‘)»v

Temuan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) yang tldak‘

dllaporkan oleh penemunya dapat dlambﬂ ahh oleh

Pemenntah Daerah mehputl benda yang diduga Cagar

. "Budaya, situs yang dlduga cagar budaya dan kawasan yang '

W

dlduga cagar budaya

‘Berdasarkan laporan sebagalmana dxmaksud pada ayat (1),
- » Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kebudayaan
: ,melakukan pendataan dan pengka_uan terhadap temuan ‘ .
- ! : ,tersebut bersama Tim Ahh Cagar Budaya. '
v (4) Untuk keamanan dan keperluan kajlan tcrhadap benda -
Cagar budaya yang rawan hllang maka Pemerintah Daerah
: membawa dan mengamankan yang dltuangkan dalam Berita
Gl %‘:’ACara . | A |

B

~ bahwa temuan merupakan benda Cagar Budaya maka Tim :

Dalam hal hasil ka_uan sebaga_lmana dlmaksud pada ayat (3) -

: Ah11 Cagar Budaya mengeluarkan rekomendas1 kepada

Bupau untuk Penetapan Cagar Budaya

| Pasal L

Se‘uap Orang dapat rnelakukan pencanan Caga;r Budaya .

~ atau yang dlduga Cagar Budaya dengan penggahan,_

B air, melalm Pene11t1an dengan tetap memperhatlkan hak' o

1 ‘_(2,)

_ Penyelamatan dan /atau pengangkatan di darat dan/ atau di o

| kepemlhkan dan Jatau Penguasaan lokasi.

Pencarlan sebagaumana dlmaksud pada ayat (1) dapat'

B dllakukan setelah mendapatkan 1z1n dar1 Bupati. o
' (3) Tata cara pcngajuan izin pencanan sebagaumana dlmaksud'_

. pada ayat (2), dlatur sebagau berlkut

a pemohon pencanan mengajukan surat permohonan 8

!'pencanan Cagar Budaya kepada Bupatl melalul Dlnas

yang melaksanakan urusan Kebudayaan, dan

. b permohonan sebagalrnana d1maksud pada huruf a -

'd11amp1r1 dengan proposal keglatan yang palmg Sedlklt* e

' memuat informasi mengenal

o 1. aIasan dan latar belakang keglatan

1dent1tas dan alamat pelaksana keglatan

o 3. lokasi keglatan,
4

. Jangka waktu keglatan; 'v



@)

(5)

(1)

@

)

5. peralatan yang digunakan; dan |
6. jumlah pelaksana kegiatan dan data lainnya.
Perangkat Daerah yaiig melaksénakan urusan Kebudayaan
melakukan penehtlan dan verifikasi terhadap permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

vSetelah 30 (tiga puluh) hari kerja dari permohonan dan

berdasarkan hasil penelitién maupun verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah yang
melaksanakan urusan Kebudayaan atas nama Bupatl

menerbltkan Izm Pencarian atau menolak

BAB VI
PELESTARIAN
Bagian Kesatu

Umum

- Pasal 10
Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil stud1
kelayakan yang dapat dxpertanggung]awabkan secara
akademis, teknis, dan administrasi.
Tata  cara  Pelestarian Cagar  Budaya = harus
mempertimbangkan kemungkinah dilakukannya
pengémbalianﬁya ‘pada kondisi awal seperti sebelum
kegiatan Pelestarian. '
Pelestarian Cagar Budaya harus dldukung oleh keg1atan‘

- pendokumentasian sebelum dllakukan kegiatan yang dapat

menyebabkan terjadlnya perubahan keashannya

Bagiah Kedua

Penyelamatan

. Pasal 11 | |
Setiap Orang berhak melakukan Penyelamatan : Cagar
Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan
daruraf atau yang memakéa untuk - dilakukan tindakan

‘Penyelamatan.



@)

(3)

Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk :
a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau
‘alam yang mengakibatkan bcrubahnya keaslian dan
nilai-nlilai yang menyertajriyai: dan/ atau
b. mencegah pemindahan dan beralihnya Kepemilikan
dan/atau Penguasaan Cagar Budaya yarig bertentangan
dengah Peraturan pérundang-undangan;

Penyelamatan Cagar Budaya dapat dilaksanakan dengan

- cara: ’

(1)

(2)

(3)

,(4‘)';

a. Ekskavasi yaitu penggalian yang dilakukan di tempat

dimana cagar budaya tersebut ditemukan;

b. Mitigasi yaitu dilakukan untuk mengurangi resiko

bencana bagi masyarakat yang ada pada kawasan
bencana; dan
c. Pemindahan cagar budaya yang terancam rusak, hancur,

atau musnah ke ‘tempat lain yang aman

Bagian Ketiga»

- Pengamanan

Pasal 12 -

Pengamanan Cagar Budaya dilakukan untuk menjaga dan

| mencegah agar Cagar Budaya tidak hilang, rusak hancur,

atau musnah. N »

Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) »merupakah kewajiban pemilik dan/atau yang
menguasainya.

Pengamanan Cagar Budaya vs‘ebagaimana dimaksud pada
ayat (1)’ harus memperhatikan Pemanfaatannya bagi
kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu
pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pamerari.
Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya,

hanya dapat dibawa keluar Daerah untuk kepentingan

| penelitian, promosi Kebudayaan, dan/atau pameran.

(5)

Setiap Orang dila'rang membawa  Cagar Budaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kecuali dengan izin

Bupati.



©)

(7

Tata cara pengajuan izin membawa Cagar Budaya
sebagalmana dlmaksud pada ayat (5) d1laksanakan sebagai
berikut : ‘

| a. Pemohon Wajlb menyampalkan permohonan izin kepada

Kepala Perangkat Daerah yang Perangkat Daerah yang
melaksanakan urusan Kebudayaan disertai tujuan dan
maksud untuk membawa Cdgar vBudaya; -
b. Kepala Perangkat Daerah yang Perangkat Daerah yang
melaksanakan urusan Kebudayaan melakukan kajian
~atas pérmohonan yang ditué;ngkan dalam Berita Acara;
Berdasarkan hasil kajian sebagéimana dimaksud pada ayat
(6) huruf b, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi

Kebudayaan menerbitkan izixi ‘atau menolak permohonan

 izin membawa Cagar Budaya.

(1)

Bagian Keempat ’

Zonasi -

S - Pasal 13
Perlindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan
batas-batas kawasannya dan Pemanfaatan ruang melalui
sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian yaitu :

a. Zona Intl

| b. Zona Penyangga,

@)

(4)

)

c. Zona Pengembangan; dan/ atau

~d. Zona Penunjang.

@

Zona Inti sebagmmana dlmaksud pada ayat (1) huruf a

meliputi- area dimana bangunan Cagar Budaya berada
ditambah 4 (empat) meter dari batas Situs.

Batas ’Situs sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
batas asli bangunan blasanya berbentuk pagar atau pondasi
pagar yang terbuat dari batu. |

Pada Zona inti sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf a
tidak diperbolehkan adanya bangunan.

Zona Penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b yaitu Zona pelindung bagi Zona Inti bangunan-bangunan

tcrsebuvt,‘ dimana hampir seluruh daratan di Kawasan Cagar
Budaya berada kecuali yang dimasukkan sebagai Zona

Penunjang.



6)

Pada Zona Pehyahgga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b tidak boleh didirikan bangunan kecuali bila keadaan

: sangat terpaksa semisal bagunan gardu pengaman dan

(M

toilet.

Zona Pengembangah sebagaimana-dimaksud pada ayat (1)

‘huruf ¢ diperuntukkan bagi Pelestarian Kawasan Cagar

 Budaya.

@)

Pada Zona Pengembangan sebagalmana dimaksud pada ayat

(1) huruf ¢ peruntukan lahan dlutamakan untuk vegetasi

- atau pertaman dan bangunan yang diperbolehkan adalah

(9)

(10).
ditetapkan - oleh Bupati dengan mengutamakan

(11)

(1)

(2)

bangunan  pelayanan wisatawan dan informasi secara
terbatas sehingga tidak merusak lanskap secara visual.
Zona Penunjang sebagaiména dimaksud pada ayat (1) huruf
d yaitu Zona yang diperuntukkan bagi- fasilitas wisata, seperti
tempat parkir dan penginapan. " |

Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

kcsejahteraan‘ masyarakat.
Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan
untuk‘tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/atau religi

sesuai dengan potensmya dlsyaratkan mendukung upaya o

pelestarian Cagar Budaya

Bagian Kelima |

Pemeliharaan

"Pasal 14

: Setxap Orang wapb memelihara Cagar Budaya yang d1m111k1

dan/atau dikuasainya. N

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud ‘pada ayat (1)
dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk
mencegah dan menanggulang1 kerusakan akibat pengaruh
alam dan/atau perbuatan manusia, dapat dilakukan di
vlokasvi asli atau ditempat lain setelah lebih dahulu

didokumentasikan secara lengkap.



(3)

(4)

(5)

w

(2)

@)

“)

Pemeliharaan dan perawatan sébagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan dengan pemberéihan, pengawetan, dan
perbaikan atas kerusakan dengén memperhatikan keaslian
bentuk,tata létak, gaya, dan/ atau teknologi Cagar Budaya.
Pemeliharaan Cagai' Budaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) yang berasal"dari air harus dilakukan sejak proses
pengangkatan sampai ke témpat penyimpanannjra dengan
tata cara khusus.

Pemerintah Daerah dapat rhengangkat atau menempatkan

juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.

Bagian Keenam

-Pemugaran

. ' Pasal 15
Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar
Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi
fisik dengan cara memperbaiki, mémperkuat, dan/atau
mehgawetkannya - melalui pekerjaan = rekonstruksi,

konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.

'Pemnugaran sebagaimana dzmaksud pada ayat [ 1) harus

memperumbangkan

a. keaslian bahan, bentuk tata letak, gaya. Dan/ atau
teknolog1 pengerjaan; , ' '

b. kondisi semula dengan tmgkat perubahan sekecil
mungkln,

C. penggunaan tekmk metode, dan bahan yang tidak
bersifat merusak dan ‘

d. kompeten31 pelaksana di b‘idang'Pemugaran.

Pemugaran  harus = memungkinkan dilakukannya

penyesuaiah pada masa mendatang dengan tetap

mempertimbangkan keamanan = masyarakat dan

keselamatan Cagar Budaya. o

Pemugaran yang berpoten81 menimbulkan dampak negatlf

terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus

didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai

"~ dengan ketentuan 'perat‘u‘ran perundang-undangan.



(5)

6)

(1)

(2)

3)

(4)

(1)

Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar
Budaya  wajib mefnperoleh. izin Bupati sesuai
kewenangannya. ‘ |

Izin Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
diberikan setelah dilakukan studi kelayakan dan/atau
penilaian oleh instansi yang berwenang dengan disertakan
rekomendasi untuk dilakukan restorasi, rekonstruksi,
rehabilitasi, konsolidasi atau konservasi sesuai tingkat

kerusakannya.

Bagian Ke'tujuh
Pengembangan

| Pasal 16
Pengembangan Cagar Budaya dapat dilakukan untuk
penelitian, revitalisasi dan adaptasi harus sesuai dengan
prinsip-prinsip Pelestarian. | |
Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di
dalam lingkup batas deliniasi fisik untuk alasan pénelitian,
revitalisasi cagar budaya, dan adaptasi pada estetika,
keamanan artéfak, penerangan, pengendalian pengunjungv
serta sarana dan prasarana infrastruktur lainnya.
Pengembangaﬁ lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
di dalam kawasan Cagar Budaya harus berdasarkan hasil
kajian yang dilakukan oleh Tim Ahli Cagar Budaya. |

Pelaksanaan teknis pengembangan sebagéimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan sepanjang tidak mengganggu dan.
merusakkan kawasan cagar budaya dan/atau benda Cagar
Budaya.

Bagiari Kedelapan

Pemanfaatan

: . Pasal 17 ‘

Pemanfaatan Cagar Budaya adalah penggunaan Cagar
Budaya untuk Kkepentingan agama, sosial, pariwisata,
penggandaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan/atau
kebudayaan dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan
kelestarian Cagar Budaya. ’



3
“ayat (2) sebageu berlkut

Pemanfaatan Cagar Budaya dapat dllakukan atas dasar 1zm .

dari Bupat1 atau Pejabat yang dltunJuk

Tata cara 1z1n Pemanfaatan sebaga1mana dlmaksud pada

- a. pemohon '. Wajlb menyampa1kan permohonan kepada

: 'Bupatl atau Pejabat yang berwenang disertai dengan

Kerangkaa Acuan Pemanfaatan Cagar Budaya,

- b Bupat1 menugaskan T1m Penelltlan dan Penlial yang

- (4) |

y dikoordinir oIeh 1nstan81 yang membldangl kebudayaan -
' ‘fvuntuk melakukan Penehtlan dan penllalan kerangka'

' acuan Pemanfaatan Cagar Budaya dan

c. berdasarkan hasﬂ Pcnehtlan dan pemlalan kerangka

acuan Pemanfaatan oleh Tlm Pemlal Bupatl memberlkan

1zm Pemanfaatan Cagar Budaya =

'Bupat1 dapat menghentlkan keg1atan Pemanfaatan Cagar '_ :
"',}Budaya apablla dalam pelaksanaannya Pemanfaatan AR
',ternyata _ ' IR o
a ’tldak sesua.1 dengan pertzman yang dlbenkan

S b. | bertentangan dengan upaya Perhndungan Cagar Budaya,

:dan/atau .

: c. ',karena keadaannya Cagar ”Bﬁ:daya‘ i;idak 'c'lapatﬂ_

©

: dlmanfaatkan lagi. |
Penghentlan Pemanfaatan karena alasan sebagalmana'

dnnaksud pada ayat (4) dapat mengaklbatkan dlcabutnya

- izin Pemanfaatan

. BABVIL |

. . o Pasal 18 -
Cagar Budaya bergcrak yang dumhkl oleh Pemenntah‘
Daerah dan/ atau Setlap Orang dapat dlslmpan dan/ atauf'

- dirawat dx Museum -

@

g ”yang bukan Cagar Budaya dan mengkomun1ka31kannya

‘Museum . berfung31 , mehndungl . mengembangkan‘ |
‘memanfaatkan kolek31 berupa benda, bangunan, dan/ atau _

struktur yang telah dltetapkan sebaga1 Cagar Budaya atau: ,» o

kepada masyarakat =



(3)

Museum sebagalmana dunaksud pada ayat ( 1) dapat d1kelola'v

‘2oleh swasta yang memenuh1 syarat tentang pengelolaan S

’permuseuman dan berada dl bawah tanggung jawab

Pemerlntah Daerah

,Persyarat pendman Museum sebagalmana dlmaksud pada

T ~ayat (3) antara Iam

~a. lokasi museum,

‘:—»,,o; o0

;",vbangunan museum

.'koleksl OO :

. .peralatan museum S B
._.Organlsa31 dan ketenagaan, dan o

K 'sumber dana tetap

Prosedur pendlnan museum sebagalmana dlmaksud pada .

o ‘ayat (3) wa_ub mengajukan permohonan kepada Pemermtah ‘

| Kabupaten dengan dllengkapz proposal yang memuat

Ca. tujuan pendlnan museum

. data kolek31 museum,

b - . N . . i
. frencana Jangka pendek dan rencana Jangka panjang, o
d

e "j.‘keterangan status hak mlhk tanah dan izin mendmkan - .

gambar dan 31tua51 bangunan museum, harus mernuat _ -
ruang pameran,ruang penylmpanan koleks1, | ruang
perawatan dan ruang admlnlstra31 serta peralatan;

C 'museum

" - bangunan (IMB),

- f ‘keterangan tenaga pengelola, dan

6

8. keterangan sumber dana tetap

Dalam pelaksanaan tanggung Jawab sebagalmana dlmaksud o

: v pada ayat (2) pengelola Museum dapat mengangkat Kurator

o

Pasal 19 o

Cagar Budaya yang menjadl koleks1 Museum sebagalmana" N

dlmaksud dalam pasal 18 ayat (1) harus dldokumenta51kan -

secara’ verbal dan v1sua1 sesuai dengan ketentuan tekms

permuseuman melalul keg1atan pengkajlan dan penya_]lan

@
S dapat dlperjualbehkan dan/ atau d1p1ndahtangankan L

o ; pameran o T . . R
Kolek31 Museum sebagaxmana dlmaksud pada ayat (1) tldak R



v mehputl tmdakan bag1 Museum untuk melakukan tukar

@
i, N ‘_Museum dapat sallng memm_]amkan kolek81
®)

- instansi dan lembaga lam ba1k lembaga pemermtah/ non

Ketentuan sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) tldak} e

| menukar sebaga1 upaya menambah kolek51 sepanjang tidak
: beraklbat berkurangnya koleks1

Untuk kepentlngan pelayanan kepada masyarakat setlap

-vaenyelenggaraan Museum dapat bekerja sama dengan-,

’ ,pemenntah atau masyarakat

o

Pasal 20 -

,, Perawatan Cagar Budaya di Museum dllakukan untuk
'mencegah dan menanggulangl kerusakan koleks1 yang -

’_ d1sebabkan faktor alam dan/atau ulah manu81a

@

Perawatan sebaga1mana dirnaksud pada | ayét o

' lelaksanakan di dalam ruang perawatan dengan cara dan o

-' tekmk tertentu sesua.l kaldah permuseuman

. ';-kepentmgan pendldlkan, penehuan, dan' panw1sata" :

Pasal 21.

-Pemanfaatan kolek31 Museum dapat dllakukan untuk B "

o 'sepanjang tldak menimbulkan kerusakan hllang atau -

@k

' vvpenyelenggara sekolah dxanjurkan untuk membawa para' o : ) _'

ERRTRRS 3-' pemmdahan benda kolek51 Museum
@

- Pemanfaatan sesua1 s dengan . peraturan. perundangevﬂf”

Pemermtah Daerah berwenang menetapkan kebljakanf>

undangan

Khusus untuk Pemanfaatan kepentmgan pend1d1kan, p1hak

P -_’31swanya guna melakukan kunjungan ke museum.,
@
- 'd1maksud pada ayat (1), terleblh dahulu d11akukan

Dalam rangka pemanfaatan kolekm ‘museum. sebaga1mana o v’

o penyebarluasan 1nforrna31 me1a1u1 pameran tetap dan atau s

pameran temporer, penyuluhan, ceramah semmar chskus1,

X 'penyusunan buku hasﬂ Penehtlan serta cara dan bentuk

Lo lamnya yang berfungs1 scbagal sumber 1nforma31 koleksi

o museum o



x

>y .

BABX
KETENTUAN PENUTUP

|  Pasal 24
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mehgetahuinYa, - memerintahkan
pengimdangan Peraturan Bupati ini dengan penémpatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Ké\ranganyar

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal ’} wa& &gt

BUPATI KARANGANYAR,
ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 3. il aua:@

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO - ' ’ '
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR '9

_ Salman ini sesuai dengan aslinya




